DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati.,, 2022, Memahami Syariat Keabsahan
Perjanjian, Makassar:UPT Unhas Press.

Aminuddin  llmar, 2022, Hukum  Administrasi  Pemerintahan,
Makassar:Phinatama Media.

Habib Adjie, 2017, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia,
Bandung:PT.Refika Aditama

Habib Adjie, 2018, Hukum Notaris Indonesia, Bandung:PT.Refika Aditama.

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta:Mirra Buana Media.Maria
Farida Indrati S. 2020, Illmu Perundang-Undangsn, DKI
Yogyakarta:PT.Kansius.

Maria Farida Indrati S.,2020, lImu PerundangOUndangan (Jenis, FGungsi,
dan Materi Muatan), Edisi ke-1 Yogyakarta:PT.Kansisius.

Maria Farida Indrati S.,2020, /Imu PerundangOUndangan (Proses dan
Teknik Penyusunan), Edisi ke-2 Yogyakarta:PT.Kansisius.

Notodisoerjo Soegondo, 1982, Hukum Notariat, Suatu Penjelasan,
Jakarta:Rajawali

Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,
Surabaya: P.T Bina limu.

Rahardjo S, 1996, /Imu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Salim HS., 2018, Peraturan jabatan Notaris, Jakarta Timur:Sinar Grafika.

Jurnal

Agra Alfin Zulfa, 2023, Analisis Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan
Rumah Tangga, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4, Universitas
Djuanda.

Agritya Dinda Puspita, 2022, Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam
Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Pemberian jasa Hukum Secara Cuma-cuma Di
Kota Surakarta, Officium Notarium, Volume 1, Nomor 2, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ahyar Ari Gayo, 2020, Optimalisasi Pelayaan Banguan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin, De Jure, Volume 20, Nomor 3, Badan Penelitian
Hukum pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta.

Ajie Ramdan, 2014, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk
Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi,
Volume 11, Nomor 2, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi
Mahkama Konstitusi Republik Indonesia.

111



Alifah Isnaeni Desriyani, 2021, Pencantuman Ketentuan Pidana dalam
Pengaturan Jabatan Notaris, Papua Law Jornal, Vol.5, No.2,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Andi Dalang Ulang, 2023, Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi
Akta, Widya Yuridika, Vol.6, No.3, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.

Andi Muhammad fahrawi, 2022, Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus
Sebagai Tersangka Dalam Membuat Akta Autentik, Petitum, Vol.10,
No.10, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Andros Timon, 2021, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pemberian
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, JIPSK, Volume VI, Nomor
2, Kantor Wilayah Kemenkuham Sumatera Barat.

Anping Xiong et.al., 2022, a Notary Group-Based Cross-Chain Mechanism,
Digital Comunications And Networks 8, Chongging University Of
Post And Telecomunications. China.

Anugrah Yustica, 2020, Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya
Penegakan Hukum, Notarius, Volume 13, Nomor 1, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.

Basyaruddin, 2021, Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan,
Maleo Law Journal, Volume 5, Issue |, Sekolah Tinggi llmu Painan.

Chen Hong Peng, 2021, What Makes People Feel When They Are
Economically Non-Poor? Investigatig The Role Of Intergenatational
Mobility And Comparison With Friends, Elsevier, Departement Of
Social Work, Hongkong Baptist University, Hongkong, China.

Claudia Verena Maudi Sridana, 2020, Kewajiban Pemberian Jasa Hukum
Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada orang Tidak Mampu, Acta
Comitas, Volume 5, Nomor 3, Fakuktas Hukum Universitas Udayana.

Diah Ayu Puspita Sari Et.Al, 2016, Makna Pemberian Jasa Hukum Secara
Cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi
Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis
Pasal 37 (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun
2014, Disertasi, Fakultas Hukum Brawijaya.

Erlan Ardiansyah, 2022, Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta
Autentik Yang Dibuatnya, Recital Review, Volume 4, Nomor 2,
Fakuktas Hukum Universitas Tandulako.

Farahdita Dyatma Shafiradini, 2022, Batasan Masyarakat Tidak Mampu
Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut
Honorarium, Oficcium Notarium, Vol.2 No.1, Fakutas Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Fikri Aulia, 2021, Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-
cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu, Officium Notarium, Volume
1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Fitriyani Karyadi Abukasi, 2021, Sanksi Hukum Bagi Notaris Akibat Tidak
Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Di Bidang
Kenotariatan Kepada Orang Tidak Mampu, Lex Privatum, Volume IX,
Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

112



Florence Permenta Br Manik, 2021, Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak
Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Orang Tidak
Mampu, Recital Review, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.

Intan Rahmadanti, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris
Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liabilty (Tanggung Jawab
Berdasarkan Kesalahan), Lex Stricta, Volume | Nomor 2,
Pascasarjana STIH.

Isnandar Syahputra Nasution, 2015, Urgensi Peran Pengadilan Dalam
Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin
Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1, Hakim
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

Khairunnisa Noor Asufie, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris
dalam  Pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan Teori
Keseimbangan Berbasis Keadilan, Jolsic, Volume 9, Nomor 2,
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Krisdianto R. Mardesa, 2014, Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum
Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-
Undang Tentang Notaris, Lex Privatum, Volume II, Nomor 3,
Universitas sam Ratulangi.

Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris
Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Lex, Renaissance,
Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta.

M. Syahrul Borman, 2019, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum
Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Volume 3,
Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo, Surabaya.

Nawaaf Abdullah, 2017, Kedudukan dan Kewenangan dalam Membuat
Akta Otentik, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 4, Universitas Islam
Sultan Agung.

Nur Atika Rafidah, 2023, Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI
Kepada Notaris dalam Proses Peradilan Perdata, Notarius, Vol. 16
No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Nuryanti Puji Utami, 2017, Penerapqgan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang
Kenotariatan Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Malang, JIAP
FIA UB, Universitas Brawijaya.

Siska Harun Buko, 2017, Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam
Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu
Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014, Lex Privatum, Volume V, Nomor
1.

Suharyanti Asti Oktavia, 2023, Pembatasan Krieria Tidak Mampu Yang
Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-cuma Oleh Notaris Berdasarkan
Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, Volume 2, Nomor 9,
Universitas Jayabaya.

113



Valentine Phebe Mowoka, 2014, Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris
Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Lex et Societatis, Volume Il, Nomor
4, universitas Sam Ratulangi.

Widzar Alghifary Ramadhan, 2021, Optimalisasi Layanan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin, Nomos Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1,
Nomor 4, Universias Mulawarman.

Yosefina Selni Ratu, 2019, Kajian Yuridis Terhadap Implementasi
Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, Lex Et
Socieatis, Volume VII, Nomor 2, Universitas Sam Ratulangi.

Tesis/Disertasi

Agritya Dinda Puspita, 2022, Implementasi Pasal 37 Undang-Undang
Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Notaris
Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Di Kota
Surakarta, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Doli R, 2021, Tanggung Jawav Hukum Pengembangan (Developer)
Perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian
Kepemilikkan Rumah, Tesis, Sekolah limu Tinggi Hukum IBLAM

Lanny Kusumawati, 2001, Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Tesis,
Universitas Airlangga.

Muh. Andry Akbar, 2020, Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum
Terhadap Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Pada
Masyarakat Yang Tidak Mampu, Tesis, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.

Raka Pratama Kryana Sukma, 2023, Kewajiban Notaris Dalam Memberikan
Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Orang Tidak Mampu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tesis, Fakultas
Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Risjab Salim, 2017, Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan
Kerjasama Karena Pensiun, Tesis, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.

Saifuddin M, 2023, Pengaruh Pendapatan, Konsumsi Rumah Tangga, Dan
Jumlah Tanggungan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Buruh Mbatil
Rokok Di Kabupated Kudus" Tesis, IAIN Kudus.

Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013
Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu

Kitab Undang-Undang Huku Perdata

Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015

114



Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia
Nomor 61 Tentang Tata Cara Penjatuhan Danksi Administrasi
Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2018
Tentang System Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan
Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nonor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris

Lembaga

Adji A. et al., 2020, Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia : Tinjauan
Teoritis dan Usulan Perbaikan. Australian Goverment, Kertas
Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), Jakarta Pusat.

Wawancara

Wawancara dengan Notaris Andi Sengngeng P. Salahuddin, Ketua lkatan
Notaris Indonesia (INI) Provinsi Sulawesi Selatan.

Wawancara dengan Notaris Nidya Harun Ilham, Wilayah Kerja Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Wawancara dengan Notaris Abdurrifai, Wilayah kerja Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Online

Annisa, 2023, “Bantuan Hukum Pengertian, Hak dan Kewajiban”, Artikel
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
26 Agustus 2023

115



Hamid A., “Mana Yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi atau Modifikasi?”,
Kompas, Eisi Tanggal 22 Maret 1988

Hamid S. Attamimi, “Kodifikasi Sebabkan Hukum Berjalan di Belakang”,
Kompas, 17 Februari 1998.

Tim Hukum Online, 2022, “Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para
Ahli”, Hukum Online.com, Edisi Tanggal 30 September 2022

116



